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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN TATA KEARSIPAN  

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan ketentuan Peratuan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pasal 47 berbunyi hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, arsip merupakan bagian pertanggungjawaban nasional yang harus dipelihara dan diamankan untuk  sebagai bahan bukti kelangsungan jalannya pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman  Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  2964);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 547);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 143);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2  Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1    Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4  Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2  Seri D);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6  Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009  Nomor 6 Seri E).


MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN  PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan  Gubernur ini yang dimaksud dengan  : 
1.  Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut BPAD adalah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan menangani kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Unit Kearsipan adalah Unit kerja yang secara fungsional  mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengarahkan,  mengendalikan dan menangani kearsipan instansi yaitu Bagian/Sub Bagian Tata Usaha, Bagian/ Sub Bagian Umum, Sekretaris /Kepala Urusan Aministrasi pada Instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Pengolah adalah Unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi di lingkungan Instansi sebagai pencipta dan pengguna arsip aktif.
8. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat. 

9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara.

10. Arsip Aktif  adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi karena masih terus menerus diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi.

11. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.

12. Arsip Statis adalah Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan,  penyelenggaraan, kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan  sehari-hari administrasi Negara.

13. Arsip Vital adalah arsip yang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan lembaga pencipta arsip yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban serta asset (kekayaan) instansi, yang apabila hilang tidak dapat diganti dan mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi.

BAB II

TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Tata Kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah  meliputi kegiatan-kegiatan :

a. penciptaan, pengurusan dan pengendalian naskah dinas;

b. penataan arsip / berkas;

c. klasifikasi arsip;

d. penyusutan arsip;

e. pemeliharaan dan perawatan arsip.

BAB III

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN

Pasal 3

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah, semua instansi wajib menyelenggarakan tata kearsipan.

Pasal 4

Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Masing-masing instansi  menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan standarisasi dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyusutan arsip dilaksanakan dengan cara :

a. pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan instansi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;

b. pemindahan arsip dari instansi ke Badan Perpustakaan dan  Arsip Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun;

c.  penyerahan arsip Statis  dari Badan Perpustakan dan  Arsip Daerah ke Arsip Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sepuluh tahun;

d. pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan dan penyelamatan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pembinaan kearsipan secara terpadu dibawah koordinasi Badan Perpustakaan dan  Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 8

Unit Kearsipan pada masing-masing Instansi berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai pengurusan surat, penataan, pemeliharaan dan perawatan, penginventarisasian dan pemindahan arsip-arsip in aktif ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta melakukan koordinasi dengan unit pengolah.

Pasal 9

Selain pembinaan tentang penyelenggaraan pelaksanaan tata kearsipan dilakukan pula pembinaan terhadap tenaga kearsipan meliputi  pemberian tunjangan, jaminan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, jaminan karier dan pembinaan kepegawaian pada umumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

     Ditetapkan di Pangkalpinang

     pada tanggal       Agustus 2009 

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
 EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal      Agustus  2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  IMAM MARDI NUGROHO/
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 22 SERI E
INDEKS KAITAN (RELATIVE INDEX)

A

Aceh










Kw-21

Administratif


Desa









145


Pendidikan pegawai






897


Sekolah








422

Adopsi









474.11

Agama









450


Budha








455


Hindu








454


Islam









451


Khatolik








453


Protestan








452

Air buangan industri







658.31

Air minum









690

Air tanah









616

Akademi









421.3


Agraria








892.21


Pemerintah Dalam Negeri





892.22

Akuisisi Arsip








045.10

Akseptor KB








476.5

Alamat kantor, pejabat







019.4

Alat angkutan





Jalan raya








551.25


Kantor








024


Laut









552.2


Udara








553.3

Alat medis









447

Alat tulis









021

Alumunium





Profil bahan bangunan






604.34


Tambang








544.2

Amanat






Menteri dalam negeri






111.4


Presiden








111.2


Camat








138.1

Amandemen








159.1

Anak nakal









462.1

Anak putus sekolah







463.1

Aneka


Industri








536


Kerajinan








537


Perusahaan








536


Tambang








545


Tanaman








525.29


Usaha perdagangan






517

Angin topan








363

Anggaran









910


Belanja tambahan






913


Pembangunan







912


Pendapatan dan belanja daerah





903


Pendapatan dan belanja negara





902


Rutin









911

Angkatan






Darat









321.1


Laut









321.2


Udara








321.3


Empat puluh lima






221.2

Angkutan danau








551.4

Anjing gila









443.34

Anumerta pengangkatan pegawai





861.2

APPKD









142

Arsip










045

Arsip media baru








045.11

Arsitektur









603

Assainering








657

Asbes gelombang







604.7

ASEAN









193.1

Asimilasi









471.3

Aspal










821.22

Asrama pendidikan pegawai






898.2

Asuransi









585

Atap elemen bangunan







649.3

Audensi









019.3

Auto rally









421.1

Ayam ras









524.41

Ayam buras








524.42

B

Badan jalan


Jalan kota








621.3


Jalan luar kota







622.3

Badan pemeriksa keuangan






116

Badan hasil landreform






592.3

Bahan



Bangunan








604

Bahasa









434

Bahaya kelaparan







444.1

Baitul mal









451.5

Bak pelepas tekanan










Transmisi air minum






692.4


Distribusi air minum






694.8

Baku


Jembatan kota







631.94


Jembatan luar kota






632.94

Balai kesehatan / poliklinik






455.5

BKIA









445.6

Bali










kw.61

Balok bahan bangunan







604.9

Bandir /umbul-umbul







019.6

Bangunan air minum aerasi






693.2

Bangunan air tanah




Pembawa








616.2


Pembuang








616.3

Banjir

362

Bencana

360


Angin topan
363


Banjir
362



Gempa
361


Gunung berapi
361


Kebakaran
364


Kekeringan
365



Tanah longsor
362

Bezetting pegawai
872

Biara

454.2

Bibit unggul
524.52

C

Cabang kesenian
431.1

Cabang olah raga
426.1

Cacad


Mata
461.1


Mental
461.3


Tubuh
461.2


Veteran
464.3

Catatan sipil
477

Cek

586

Ceramah
432.2

Cuti


Pegawai
850


Alasan lain
857


Besar
852


Diluar tanggungan negara
856


Hamil
854


Naik haji
855


Sakit
853


Tahunan
851

D

Daerah Istimewa Jogjakarta
Kw-34

Daftar pertelaan arsip







045.66

Daging ternak








524.13

Daftar rekanan mampu (DRM)





602.31

Dakwah









451.48

Dana kepegawaian







842


Asuransi








842.3


Kesehatan








842.2


Taspen








842.1

Dana kecelakaan








585

E

Ekspedisi pengiriman surat






045.1

Ekspor









512

Elemen bangunan







649

Emas










543

Epidemiologi








443.3

Escope chanel irigasi







611.29

Exit irigasi









185.3

F

Feri










551.5

Filaria









443.43

Film










484

Fiscal









587

Fitrah









451.12

Fotogrametri








594.11

Formasi pegawai








871

Frambosia









045.81

Fumigasi









045.81

G

Gabah









511.1

Gadai









501

Gambar presiden/wakil presiden





019.21

Ganti nama


Pegawai








874.2


Warga keturunan asing






471.22

Ganti rugi tanah


Landreform







592.2


Tanah absentee







592.22


Tanah kelebihan







592.21


Tanah partikelir







592.23

Gas bumi









542

Gedung balai kota







641.4

Gelar senja









019.5

Gelanggang remaja







427

Gempa









361

Geologi









546

Gereja


Katholik








453.2


Protestan








452.2

Gigi










441.1

Giro










586

Gizi










444

Golongan karya








212

Gorong-gorong irigasi







611.37

Gorong-gorong jalan kota






621.52

Grafika









486

Gudang









516

Guest house








013

H

Haji










451.14

Hak/suara/pendapat


MPR









154


DPR









159


DPRD Kab/kota







174


DPRD Propinsi







164

Hak tanah









593

Hama tanaman








521.42

Hama serangga








521.421

Hama tikus dan sejenisnya






521.422

Hama hutan








522.7

Hansip









340

Hasil pemilu








277

Hari besar









003

Harta agama islam







451.5

Hiburan









435

Hidrologi









547

Himpunan kerukunan tani Indonesia (HKTI)




253

Himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI)



254

Hipotik









181.32

Home industri








536.1

Hotel










556.2

Hubungan luar negeri







190

Hubungan masyarakat (humas)





488

Hukum









180

Hukuman pegawai







862


Peringatan








862.1


Tegoran








862.1

Huru-hara









332

Hygiene sanitasi








443.5

I

Ibu teladan









463.1

Islam (rumah peribadatan)






451.1

Ikatan Bidang Indonesia






231.2

Ikatan Dokter Indonesia






231

Iklan










510.12

Imigrasi









185

Impor









513

Imunisasi









443.32

Imunisasi buatan








521.51

Instalasi


Air sanitasi








605.3


Akuistik








605.5


Bangunan








605.1


Listrik








605.2

Instansi vertikal



Provinsi








120.22


Kabupaten /kota







130.22

Internet









489

Inventaris kantor








028

Irian jaya









Kw-81

J

Jadwal Retensi Arsip







045.64

Jalan










620


Kota









621


Luar kota








622


Irigasi








611.51


Inspeksi








611.511


Logistik








611.512

Jaksa










187

Jambi









Kw-25

Jam kerja kantor








448.3

Janji pegawai








877

Jaring terapung








523.36

Jasa air









014

Jasa listrik









015

Jasa telepon








016

Jawaban pemerintah







158

Jembatan









630

Jumlah desa








174.411

K

Kabel listrik bawah tanah






671.33

Kabel listrik bawah laut/air






871.34

Kabinet









113

Kacang (tanaman)







521.221

Kaderisasi partai








218

Kaki lima









511.3

Kampanye









271

Kapal









552.2


Nelayan








523.411

Kapur bahan bangunan







604.1

Karantina









443.3

Karantina ternak








524.34

Karet hasil perkebunan







525.21

Kartu pegawai








873.2

Kartu penduduk








474.4

L

Laboratorium Lapangan
621.26

Jalan Kota
621.26


Jalan Luar Kota
621.26


Jembatan Kota
631.26


Jembatan Luar Kota
632.26

Lahan Kritis
521.54

Lahan
361

Lalu Lintas


Danau
551.1


Jalan Raya
551.1


Laut
552.1


Sungai
551.1


Udara
553.1

Laporan Pegawai
811

Lambang

001

Bendera Kebangsaan
001.2


Departemen
001.3


Garuda
001.1


Kabupaten/Kota
011.5


Lpnd
011.6


Partai
215


Propinsi
011.4

Landasan


Jembatan Kota
631.54


Jembatan Luar Kota
632.54

Landreform
592


Pembagian Tanah
592.13


Penentuan Tanah
592.12


Redistribusi
592.1


Sengketa
592.14

Lanjut Usia
465.1

Langit-Langit Elemen Bangunan
649.4

Lantai




Jalan Kota
631.62


Jalan Luar Kota
632.62


Elemen Bangunan
649.4

Lapangan Olah Raga
426.23

Laporan



Fisik Bangunan
942



Kabupaten
130.04



Kecamatan
138.04




Keuangan Bendaharawan
963



Luar Negeri
196


Propinsi
120.04


Latihan Kerja
563

Latihan Meliter
321

Lebah

521.234

Legislatif

150

Legitimasi Tanda Pengenal Pegawai
873.3

Lembaga



Bantuan Hukum
235


Non Departemen
117


Pendidikan Islam
451.49


Perbankan
584


Sosial Desa
147.12


Swadaya Masyarakat
225


Tinggi Negara
117


Tingkat Desa
451.49

Lempung Tanah Bangunan
604.1

Lestari Kb
476.2

Lintas Batas
185.5

Listrik

671


Distribusi
671.4


Non Pln
671.12


Pembangkit
671.2



Pengusahaan
671.2


Pln
671.2


Transmisi
671.3

Logam

544


Mulya
543

Lokakarya



Lolos Butuh
824.5


Lomba Desa, Lh: Perlombaan Desa


Losmen Untuk Pegawai
845.3

Lurah

141



Administrasi
821.28

Lustrum

421.6

M

Mahkamah Agung
116

Majalah

481.2

Majelis Permusyawaratan Rakyat
150


Keanggotaan
151


Meninggal
151.32


Pelanaggaran
161.4



Pemberhentian
151.3

Pencalonan
151.1


Pengangkatan
151.2

Majelis Ulama

469

Makam


469


Keluarga
469


Pahlawan
469.2


Raja
469.3


Umum
469.1

Makanan Ternak
524.6

Makar

351

Malaria

443.41

Maluku

Kw-71

Manasik Haji
451.142

Mandi Cuci Kakus
645.1

Mandiri

476.3

Margasatwa
522.51

Marmer



Bahan Bangunan
604.1


Bahan Galian
545

Masa Kerja
831

Masyarakat Pedesaan
147.33

Mata

441.2

Matrik

341.52

Mazhab


Budha
455.4


Hindu
454.4


Islam
451.8


Khatolik
453.4


Protestan
452.4

Media Massa
480

Masyarakat Suku Terasing
467.1

MCK, LH: Mandi Cuci Kakus

Median



Jalan Kota
621.7


Jalan Luar Kota
622.7


Jembatan Kota
631.95


Jembatan Luar Kota
632.95

Menara Distribusi Air Minum
649.11

Menara Pengabdian Irigasi
611.14

Menu Makanan Rakyat
444.3

Menteri Ed Interim
113.2

Menwa, Lh: Resimen mahasiswa


Mesin kantor
002

Mesjid



Bangunan
645..8


Sarana Peribadatan
651.2

Mess

013

Metode Belajar
423

Meteorologi
557

Meubel Perabot Rumah Dinas
523.53

Minyak Bumi
541


Ekpoitasi
541.11


Kontrak Kerja
541.12


Pengolahan
5541.2


Pengusahaan
541.1

Minyak Tanah



Pemasaran
511.1


Pengusahaan
541.1

Minyak Goreng



Industri
535


Pemasaran
511.1



Pengadaan
501


Tangki
516

Mobilitas

341.42


Modal
570


Asing
572


Domestik
571


Patungan
573


Penyertaan
573

Moneter

589

Monograf


Monograf Propinsi
120.042

Monumen



Bangunan
646.1


Penghargaan
022.4

MPR, Lh: Majelis Permusyawaratan Rakyat
150

MTQ

451.15

Muhammadiyah
223.1

Muktamar
217.1

Munas

217.1

Museum

432.1

Mutasi Pegawai
820

N

Nahdaatul Ulama
223.1

Naskah Dinas
065.1

Narapidana
186

Narkotika
354

Nelayan

523.5

Night Club
435

NIP, Lh: Nomor Induk Pegawai


Nomor Induk Pegawai
181.4

Nota Keuangan
901

Nota Pemeriksaan
936

Nusa Tenggara
Kw-6


Barat
Kw-62


Timur
Kw-64

O

Obat-obatan
442


Pengadaan
442.1


Penyimpanan
442.2


Untuk Pegawai
843.3

Obligasi

588

Olah Raga, Lh: Keolahragaan
426

Olimpiade
426.3

ONH (Ongkos Naik Haji)
451.14

Operasi Busana
467.1

Operasi Militer
323

Operation Room
488

Oprit



Jembatan Kota
631.9


Jembatan Luar Kota
632.9

Orde Baru
203

Orde Lama
202

Orde Reformasi
204

Organisasi
060


Badan Internasional
063


Badan Non Pemrintah
062


Buruh
250


Internasional
252


Instansi Pemerintah
061


Keagamaan




Budha
455.5



Hindu 
454.5



Islam
451.49

Organisasi


Gerejani



Khatolik
452.5



Protestan
452.5


Mahasiswa
242


Nelayan
260


Pegawai
260


Profesi
874.43


Remaja
427


Tani

250


Wanita
260

Organda


255

Otonomi Daerah
137

Oto Rally, Lh: Auto Rally
426.1

Otorisasi


920


Pembangunan
922


Rutin

921

P

Padat Karya

564.2

Padi


521.21

Padi Sawah

521.211

Padi Gogo

521.212

Padi Huma

521.213

Pagar



Jalan Kota
621.97


Jalan Luar Kota
622.97


Jembatan Kota
631.86


Jembatan Luar Kota
632.86

Pagar Daerah Samping



Jalan Kota
621.86


Jalan Luar Kota
622.86

Pagar Praja, Lh:Pamong Praja


Pahlawan

464.1

Pajak


973

Pakaian Dinas

025

Paku Bahan Bangunan
604.33

Palang Merah Indonesia
468

Palawija


521.223


Kacang
521.221


Jagung
521.222

Palawija (lanjutan)


Ketela Umbi
521.223


Ubi-ubian
521.224

Pameran




Perdagangan
510.13


Non Komersil
487.1


Foto

Lukisan

Pamong Desa/Kepala desa
141.1

PAN (Panitia Anggaran Nasional)



Tingkat Kabupaten/kota
134.1


Tingkat provinsi
124.3

Pancasila


180.11

Panen gagal

521.24

Panti asuhan

466.3

Papan bahan bangunan
604.6

Papan bahan instansi
065.3

Parasamnya Purna Karya Nugraha
002.3

Parit




Jalan kota
621.51

Pariwisata

566

Partai





Bukan peserta pemilu
212


Peserta pemilu
211

Pasang surut
irigasi
613

Pasar


511.2

Pasar uang/pasar modal
574

Pasca panen

521.71

Pasir bahan bangunan
604.1

Paspor


185.2

Pastur


453.3

Pegawai teladan
861.5

Pejabat pembuat akta tanah
594.4

PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat)
441.7

Pekan Olah Raga Nasional
426.3

Pekan raya 

510.11

Pekerjaan tanah jalan kota
621.31

Pelabuhan danau
551.43

Pelaar teladan

421.72

Pelantikan 


Bupati
131


Gubernur
121


Presiden
111

Pelayanan



Dalam negeri
552.12


Luar negeri
552.13

Pelelangan 

510.2

Pelimpahan banjir irigasi
611.13

Pelimpahan samping irigasi
611.38

Pelimpahan wewenang kepegawaian
875.1

Pemadam kebakaran
364.1

Pemalsuan

355

Pemasaran

511

Pembagian wilayah



Kabupaten/kota
136


Propinsi
126

Pembangkit listrik
671


Tenaga air
671.21


Tenaga disel
671.22

Pembangunan desa
147

Pembebasan dari jabatan
821.2

Pembebasan dari buta huruf
421.9

Pemberantas hama
521.423

Pemberantasan penyakit hewan
524.35

Pemberhentian pegawai
880

Pembibitan tanaman pangan
521.32

Pembinaan kesehatan
441

Pembinaan Hansip
341

Pemborong

602

Pembukuan

940

Pembunuhan

352

Pemeliharaan arsip
045.8

Pemeriksaan

821.24

Pemeriksaan administrasi bendaharawan
962

Pemeriksaan kas
961

Pemerintahan

100

Pemetaan

594.1

Pemilih


275

Pemilihan umum
270

Pemilihan ibukota kabupaten/ kota
135

Pemindahan pegawai
824

Pemindahan pembukuan
937

Pemotongan hewan
524.7

Pemuda


427

Pemugaran candi
432.21

Pemukiman kembali penduduk
147.32

Pemulihan hak guna bangunan
593.55

Pemungutan suara
277

Pemusnahan arsip
045.63

Pemutusan hubungan kerja
567

Penagihan

956

Penataan berkas
045.5

Penawaran peralatan kantor
020.1

Pencalonan 


anggota DPR
151.1


Bupati/ walikota
131


Gubernur
121


Presiden
111


Sekda kabupaten/kota
133


Sekda provinsi
123


Wakil bupati/ walikota
132


Wakil gubernur
122


Wakil presiden
112

Pendapatan

970


Pendeta


452.3

Pendidikan


Khusus
420.1


Pegawai
890

Pendidikan agama islam
451.4

Pendidikan kedinasan
429

Penelitian

070

Penempatan kembali
826.4

Penerangan

487

Penerangan jalan
656.11

Penerbitan

481

Penerimaan keuangan
933

Pengadaan pegawai
810

Pengaduan

502

Pengairan

610

Pengamanan pantai
615

Penganiayaan

353

Pengangguran

560.1

Pengawasan

700


Bidang keamanan
730


Kepegawaian
780


Kesra
740


Ketatalaksanaan
703


Ketertiban
730


Keuangan
790


Pemerintahan
710


Peralatan
702


Perekonomian
750


Organisasi
703


Politik
720

Pengawasan gunung berapi
546.11

Pengawetan

045.9

Pengemis

462.2

Pengendalian sungai
614

Pengerukan laut
552.4

Penggajian pegawai
876

Penghapusan kekayaan negara
953

Penghargaan ijazah pegawai
002

Penghargaan pegawai
833


Bintang
861.1


Hadiah uang
861.4


Kenaikan gaji istimewa
861.3

Penghargaan secara adat
002.5

Penghasilan Pamong Praja
142

Penghitungan masa kerja
831

Pengobatan tradisional
448

Penguasaan bangunan jalan kota
621.13

Penguasaan tanaman kota
621.12

Pengusaha perikanan
523.5

Pengujian kesehatan pegawai
812

Pengukuran tanah
594.1

Pengungsi

465.2

Penilaian pegawai
860

Peninggalan kuno
432.2

Penjagaan pantai
552.5

Penjara


186

Pensiun
duda/ janda
882.5

Penerjemah

481.4

Penundaan kenaikan gaji
862.2

Penunjukan pemborong
602.2

Penurunan pangkat
962.3

Penyakit


Hewan /ternak
524.4


Jiwa

441.3


Kelamin
443.22


Menular
443

Penyaluran minyak bumi
541

Penyalahgunaan jembatan
356

Peyebaran ternak
524.53

Penyelewengan
356

Penyelundupan
354

Penyerahan arsip
045.62

Penyesuaian gaji
832


Golongan I
832.1


Golongan II
832.2


Golongan III
832.3


Golongan IV
832.4

Penyuluhan 


Gotong royong
147.15


Kesehatan masyarakat
441.7


Landreform
592.5


Lapangan KB
476.4


Tanaman pangan
521.12

Penyusutan arsip
045.6

PEPABRI


222.1

Perabot kantor

023

Perabot rumah dinas
012.7

Peradilan


183


Agama islam
451.6


Perkara tanah
593.71

Perak


543

Peralatan


020

Peraturan daerah kab/kota
188.341

Peraturan perundang-undangan
188

Perawatan arsip
045.8

Perawatan dokter untuk pegawai
843.2

Perawatan kesehatan
444.6

Perbaikan kampung perdesaan
147.345

Perbendaharaan
950

Perbuatan cabul
357

Perceraian

474.2

Perdagangan

510

Perdata


181

Perencanaan

050

Perekonomian

500

Pergudangan

516

Perhitungan anggaran
941

Perhitungan suara
277

Perhotelan

556.2

Perhubungan

550


Darat

551


Laut

552


Udara
553

Peribadatan




Budha
455.1


Hindu
454.1


Islam

451.1


Katholik
453.1


Protestan
452.1

Perikanan

523

Perimbangan keuangan
971

Perintis kemerdekaan
221.1

Pembinaan 

464.2

Perizinan


503

Perjalanan dinas

Perjan


538.1

Perjudian

335

Perkapalan

552.2

Perkawinan

474.2

Perkebunan

525

Perkeretaapian

551.6

Perkreditan desa
147.222

Perkosaan

357

Perladangan

521.52

Perlengkapan sekolah
425.3

Perlombaan desa
147.44

Permodalan

570

Perpetaan

591.2

Perpindahan penduduk
475

Perpustakaan

041

 Pers


485

Persatuan Guru Republik Indonesia
232.1

Persawahan

521.51

PMI


468

Pola klasifikasi

045.3

Polisi Pamong Praja
331.3

Posyandu

445.8

PPAT


594.4

Prakualifikasi

602.3

Pramuka


428

Protokol


019

Puskesmas

445.4

R

Rabies, Lh:: Anjing Gila
443.34

Racun
444.2

RADIO
482



Luar Negeri
482.3


Non RRI
482.2


Republik Indonesia
482.1


Siaran Pedesaan
147.154

RAKER



Ralat SKO
924

Rambu-rambu



Jalan Raya
551.11


Laut
552.11


Rambu-rambu jalan pelengkap
621.91


Jalan Kota
621.91


Jalan Luar Kota
622.91


Jembatan Kota
631.81


Jembatan Luar Kota
632.81

Rapat Komisi DPR
156.3


DPRD Kabupaten/ Kota
172.3


DPRD Propinsi
162.3

RAS Ayam
524.41


REAL ESTATE
648.3

Reboisasi
522.4

Recall


Anggota DPR
155.31


Anggota MPR
151.31

Reentry

Registrasi


Pegawai
873


Penderita Cacat
461

Rekreasi
556.4

Rekreasi Pegawasi
847

Rektor

424

Rel Pengaman



Jalan Kota
621.69


 Jalan Luar Kota
622.69

Remaja

427

Repatriasi
465.2

Repelita
050

Reservoir Air Minum
694.1

Reses



DPR
156.4


DPRD Kabupaten/ Kota
172.1


DPRD Propinsi
172.1

Reshufle Kabinet
113.1

Resimen Mahaiswa
421.73

Restribusi
974

Reuni Pelajar
421.73

Riset

071

Riau

Kw-24

Rohaniawan



Budha
455.3


Hindu
454.3


Islam
451.3


Katholik
453.3


Protestan
452.3

Rosela Sewa Tanah
593.11

Rotan

522.22

RRI

482.1

RUPTD

050.1

Rujuk

474.2

Rukun Kampung
149

Rukun Tani
147.162

Rukun Tetangga
149

Rukun Warga
149

Rumah




Rumah Dinas
012


Pejabat Dinas
012.1


Dinas Gol.1
012.2


Dinas Golongan. II
012.3


Dinas Gol. II
012.4



Bangunan lainnya
012.5


Tanah untuk Rumah dinas
012.6



Perabot Rumah Dinas
012.7


Pegawai 
845


Bangunan Rumah Pejabat Negara
641.2


Perkotaaan Bangunan
648.1


Petugas Eksploitasi Polde
612.42


Sehat
147.341


Sengketa
181.2


Tradisional bangunan
646.4

Rumah Ibadat


Budha
455.2


Hindu
454.2


Islam
451.2


Katholik
453.2


Prostestan
452.2

Rumah Bangunan Sementara
621.27


Jalan Kota
621.27


 Jalan Luar Kota 
622.27


Jembatan Kota
631.27


Jembatan Luar Kota
632.27

Rumah Sakit
445



Bangunan
645.1


RSUP
445.1


RS Jiwa
445.2


RS Mata
445.3


Puskesmas
445.4


Poliklinik
445.5


BKIA
445.6


Rumah Bersalin
445.7


Posyandu
445.8


RS. Lainnya
445.9

S

Saham

575

Salah Kirim Surat
045.2

Saluran Pembawa


Air Minum
691.6


Irigasi
611.3



Induk
611.311



Kwatier
611.315



Pasangan
611.316



Sekunder
611.312



Suplesi
611.313




tersier
611.314



tertutup
611.317



terowongan
611.317


Pasang surut
611.11




Induk
613.111



Penyimpanan Air
613.114



Sekunder 
613.112



Tersier
613.113


Polder

612.212



induk
612.212



muka
612.211



tersier
611.314


saluran pembuang



irigasi
611.14




induk






   611.411




Sekunder




               611.412



tersier
611.413


Pasang Surut
613.21



Induk
611.411


Kolam Pasang
613.32



Lalu Lintas
613.321



Muka
613.322


Pengumpulan Air
613.322



Sekunder
613.312


tersier 

613.213



Polder




             Induk






   613.213



sekunder
631.322

Saluran Pengendali Banjir



Banjir

614.23



corepure
614.23


drainage
614.22


Sambutan Menteri Dalam Negeri
144.1

Sambutan Kepala Daerah 
121.1

Samijah, Lh: Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga

Sampah


658.1

Sandaran Jembatan


Kota 

631.65


Luar Kota
632.65

Sandi


046

SAR


046

Sarana


Air Minum dan Jamban Keluarga
443.52


Kesenian
431.2


PEMILU
276


Pendidikan
425


Perikanan
523.4


Olah Raga
426.2


Usaha Kehutanan
522.3


Usaha peternakan
524.2

Satelit


555.4

Satyalencana

022.2

Sawah


521.211

Sawit


525.26

Sayuran


521.23

Sreening Pegawai
811.2

Sejarah


433

Sekolah


421


Dasar

421.2


Kejuruan
421.5



Menengah
421.3


Pendidikan Luar Biasa
421.8


Pra

421.1


Staf Pimpinan Administrasi
893.1


Tinggi

893.6

Sekretaris




Daerah Kabupaten/Kota
123


Daerah Propinsi
123



DPRD Kabupaten / Kota
175


DPRD Propinsi
165

Sembilan Bahan Pokok
511.1




Semen, Bangunan
604.5

Sempadan, Lh,: Patok R.O.W.

Seni


Batik

431.1


Drama

431.1


Lukis

431.1


Musik

431.1


Pahat

431.1


Tari

431.1


Ukir

431.1

Senjata Api

333


dinas

026



Tajam
333


Gadai Tanah


Ganti Rugi Tanah
592.43



Absentee
592.221


kelebihan
592.221


Partekelir
592.23


Pengurus hak tanah
593


Perdata



Rumah
181.2



Tanah
181.1


Perjanjian Bagi hasil
592.23


Tanah Landreform
592.14

Serangga Penyebab Penyakit
443.44


Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
251

Sertifikat Tanah

594.3

SESPA, Lh: SEkolah Staf Pimpinan Administrasi

Sewa Tanah

593.1


Rosela

593.11

SIAP


923

SIAPDA


923.1

Siaran Pedesaan
147.154

Site Ekstrator

611.28

Simposium

992

SKKP/ SPP

991

SKO


924


Ralat SKO
924.1

Sosial


920

Sosio Drama Gotong Royong
147.153

Spanduk

004.5

Specimen Tanda Tangan


Bendaharawan
955


Kepegawaian
875.2


SPJ, Lh: Surat Pertangungjawaban
992

Split Bahan Bangunan
604.1

SPMU





Pembangunan
932


Rutin

931

SPP


422.4

SSB


555.3

Stabilisasi


Badan Jalan Kota
621.32


Badan Jalan jalur Kota 
622.32

Stadion


426.32



Stasiun


Argo

611.58


Bumi

555.5


pengukur air
614.323


Pengukur Curah hujan
614.321


Pompa Air Tanah
616.1


Pompa Pemasukan
612.22


Pompa Pembuangan
612.31

Statistik


Kp-07

Steenslag Bahan Bangunan
604.1

Strek Dam




Jembatan Kota
631.73


Jembatan Luar Kota
632.73

Suaka Marga Satwa
522.51

Subak


147.163

Subsidi


972

Subseversi

354

Suku Terasing

467..1

Sulawesai

Kw -  Kw 5


Selatan

Kw -  53


Tengah

Kw -  52


Tenggara
Kw -  54


Utara

Kw -  51

Sumatera

Kw -  2


Barat

Kw -  23


Selatan 

Kw -  25


Utara

Kw – 22

Sumbangan


Korban Bencana



Sosial

466.1


Uang, Lh: Bantuan Uang
466

Sumpah




Bupati

131


Gubernur
121


Pegawai
877


Presiden
111


Wakil Presiden
112

Sumur Air Minum
691.2

Sumur Artesis

546.2

Sumur Pompa Irigasi
611.26

Surat Kabar

481.1

Surat Pengantar

045.4

Surat Pertanggungjawaban


Anggaran Pembangunan
935


Anggaran Rutin
934

Surat kaleng

336

Surat Suara

276.3

Surat tagihan Piutang
956

Survaliance

443.33

Survey


072

Susu Ternak Rakyat
524.11

Susunan Kabinet
113

Susunan organisasi
061.1


Swadaya Gotong- Royong
147.11

Swadaya masyarakat
341.6

Swaparaja

128

Sypon





Air Minum




Distribusi
694.5




Transmisi
692.6


Irigasi



Pembawa
611.36



Pembuang
611.45


Pengendalian sungai
614.18


Polder





Pembawa
612.25



Pembuang
612.35

T

Tagihan


956

Tahanan




Kriminal

331


pemberontakan
351

Tahun Pelajaran

422.2


Pendidikan Pegawai
879.1

Talang


Air Jembatan Kota
631.66


Air Jembatan Luar Kota
632.66


Pembawa
611.35


Pembuang
611.44


Taman Mini Indonesia Indah
556.34

Tambak Udang

523.34

Tamu Negara

192

Tanah


Bonded Were House
593.61


Gedung-gedung Negeri
593.33


Industri Estate
593.61


Kantor Dagang Asing
593.322


Kedutaan
593.322



Kehutanan
593.45


Konsulat 
593.332


Kritis

591.5


Longsor
362


Milik Belanda
593.53


Perikanan
593.44


Perkebunan besar
593.41


Perkebunan Rakyat
593.42


Pertanian Pangan
521.5


perumnas
593.61


Peternakan
593.43


Real Estate
593.61


Rumah Dinas
012.6

Sengketa Perdata
181.1


Transmigrsi
595


Untuk Pegawai
845.2

Taman Hias

521.233

Tanaman Pangan
521.1


Bimas

521.11



kredit

521.11

Tanda Daftar Rekanan (TDR)
602.32

Tanda Gambar Pemilu
272

Tanda jabatan

006


Pamong Praja
006.1


Tanda Kehormatan
002


Bintang

022.1


Kepegawaian
861.1


Monumen
002.4


Secara Adat 
002.5


Satya lencana


Kepegwaian
861.1

Tanda Lalu Lintas, Lh: Rambu-rambu

Tanda Pengenal Pegawai
873.3

Tanda Pengenal Irigasi
611.53

Tanda Lahir Pegawai
874.1


Tanggul



 
Banjir

614.11


Irigasi

611.12



Keliling folder
612.2


Pengamanan Pantai
615.1


Polder

612.11

Tangki


Bensin

541.3


Minyak Tanah
541.3

TAP MPR

188.1

Tarif Listrik

671.53


Taspen


842.1

Tata Bangunan

601

Tata Desa

147.43

Tata Guna


Hutan

522.12


Tanah

591



Fatwa
591.4


Tata kerja

061.1

Tata kota

650

Tata Laksana

065

Tata lingkungan

660

Tata naskah Dinas
065.1

Tata Niaga

510

Tata Tempat

019.3

Tata Tertib kantor
061.2


Keamanan Kantor 
017

Tata Kepegwaian
870

TBC


443.24

Tebu



Tananman
525.24


Sewa Tanah
593.11

Tech Oil Bahan Bangunan
604.4

Tegangan Listrik
671.42



Menengah
761.43



Rendah

671.44


tinggi

525.22

Teh




Tekstil


534


Industri

511.1



Pemasaran
555.2

Telegraf


555

Telekomunikasi

555.1

Telepon


483

Televisi


553.3

Telex


524.12

Telur


544.4


Tembaga

525.23

Tembakau

443.51

Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman
276.1

Tempat Pemugutan Suara

Tenaga 


672


Air 

674




Gas 

560


Kerja

569



Asing
564



Sukarela
675



matahari
446


medis

673


Minyak

676


Nuklir

677


Panas Bumi
424


Pengajar
451.46


Sekolah Islam
896


Pegawai Negeri
688


Uap

602.1

Tender Bangunan
510.3

Terminal


Danau

654.6



Bangunan
551.22


Sarana Perhubungan Darat




Bangunan

645.7



Sarana Pembangunan

551.52


Feri



Bangunan

645



Sarana Perhubungan

551.32


sungai



Bangunan

645.5



Sarana Bangunan

551.32


udara



Bangunan

645.6



Sarana Bangunan

551.32

Ternak, Lihat Peternakan

524

Teritis Pemetaan

594.12


Tesi Pullorum


524.33

Testing


Pegawai

811.1


Pendidikan Pegawai

8972


Sekolah


422.1

Tidak Berkewarganegaran

473

Timah



544.1

Timbunan Tanah



Jembatan Kota

631.32


Jembatan Luar Kota

632.32

Tokoh Adat

Tokoh Agama


Budha


455.3


Hindu


454.3


Islam


451.3


Katholik

453.3


Prostestan

452.3

Tokoh Masyarakat

189.1

Transper Uang


586


Transmigrasi


475.1


Tanah Untuk

595



Transmisi



Air Beku

692


Listrik


671.3

Transportasi


656

Travel Service


566.3

Trotoir Jalan Luar Kota

622.6


Trotoir Jalan Dalam Kota

621.6

Trianggulasi


594.13

TPS



276.1

Tugas Belajar


826


Di Dalam Negeri

826.1


Di Luar Negeri

826.2

Tuli/ Bisu


461.4


Tumpang Sari


522.4

Tuna Susila


462.3

Suna Sosial


462

Tuana Wisma


462.5

Tuna runggu/ Cacat Telingga/ Tuli

461.3

Tuna netra/ Cacat mata

461.1

Tungro



521.421

Tunjangan


841


Belajar

826


Pendidikan Pegawai
898.1


Hari Raya
841.4


Jabatan

841.1


Kehormatan
841.


Keluarga
841.6


Kematian
841.3


Pangan

841.7

Perjalanan


Cuti

841.5


Dinas Tetap
841.4


Pindah

841.5

Tuntutan Ganti Rugi
951

Tuti Perbendaharaan

Turap Penahan


Jalan Kota 
621.98


Jalan Luar Kota
622.98


 Jembatan Kota
631.71


Jembatan Luar Kota
632.7

U

Uang





Buku

898.5


Makan Pegawai
841.7


Pendidikan Pegawai
898.3


Muka Pensiun
882.7


Palsu

355.1


Pesangon Pegawai
885


Sekolah

422.4


Tanspor Pendidikan Pegawai
898.4


Tunggu

886

Ubi-ubian

521.224

ucapan


004


Terima kasih
004.1


Selamat

004.2


Bela Sungkawa
004.3


lainnya

004.4

UDKP, Lh: Unit Daerah Kerja Pembangunan
491.5

Ujian


Dinas

864



Metode Belajar
423.7


Pendidikan Pegawai
897.2


Untuk Sekolah’
422.1

UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah)
491.5

Ulama Islam

451.3

Umbul-umbul

019.6

Umroh


451.141

Undang-undang

188.2



Dasar 

180.2


Gangguan
530.08

Undangan

005

Undian


466.2

Unggul


Bibit Unggul
524.42

UNICEF

Unit Daerah Kerja Pembangunan Desa
147.42

Upacara


Bendera
019.1

Upah Buruh

561

Urusan Dalam

010

Urbanisasi

475.2

Urusan Haji

451.14

V

Vaksinasi









  443.1

Verifikasi









  930

Veteran












Cacat









  464.3

Visa










  185.1

Vulkanologi








  546.1

W

Waduk









  611.1

Wakaf









  827

Wakil Bupati/Walikota


Cuti









  132


Pelantikan








  132


Pemberhentian







  132


Pencalonan








  132


Pengangkatan







  132


Serah terima







  132

Wakil Gubernur








  122

Wakil Presiden


  112

Walang sangit


  521.421

Warga negara


Asli



  471.1


Asing


  472


Keturunan asing

  472.2

Warning system banjir

  614.31

Wawancara


  485.11

Wesel



  586

Widya wisata


  423.4

Wredatama



  222.2



Y

Yayasan dana landreform






  592.7

Z

Zakat










  451.12
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